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WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAR WALIKOTA METRO NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA METRO

Menimbang

Mengingat

l_‘\.}

DERGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

bahwa untuk meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Metro dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi, maka perlu dilakulan
penajaman serta penyesuaian terhadap Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat
Dacrah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a di atas, periu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Seria Tata Kerja Perangkat Daerah Kotz Metro;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung
Timur dan Kotamadva Dati [I Metro (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3825);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3234) scbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68011;

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Penyampaian laporan perkembangan pelatiban dan mobilisagi aparatur dan
anppota satunn pelindungan masyarakat serta potensi masyarakat dalam
penvelengparaan pelindungan masyarakat;

I Demviapan bahan pembinann dan pengawasan pelaksannan program dan
kegiatan serta Kebijakan teknis dibidang pelatihan dan mobilisasi aparatur
dan anggota satuan pelindungan masyarakat serta potenai masyarakat dalam
penvelenggaraan pelindungan masyarakat;

g  Penviapan bahan monitoring, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan
pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pelatihan dan  mobilisasi
aparatur dan anggota satuan pelindungan masyarakat serta potensi
masvarakat dalam penyelenggaraan pelindungan masyarakat; dan

h. Mclaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan scsuail dengan tugas

dan fungsinva

(!} Scksi Pelatihan dan Mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin

oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat.

42.Ketentuan Pasal 200 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 200

|

i
3

b

berbunyi sebagai berikut : .

Bagian Kescbelas
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 200 !

Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro mempunyai  tugas menyelenggarakan
arusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup, serta melaksanakan
fungsi penumjang bidang kebersihan berdasarkan azas otonomi daerah dan
pembantuan.

2 Unwuk  menyelenggarakan  tugas  tersebut, Dinas  Lingkungan  Hidup

e elenggarakan fungsi @

o Perumusan kebijakan teknis pada bidang urusan lingkungan hidup di Kota
Metro ;

b Penyelcaggaraan urusan peroeriitahan  dan pelayanan umum di bidang
penistaan  dan penaatan  lingkungan  hidup, pengelolaan  sampah,
penanganan limbah B3 dan peningkatan kapasias lingkungan hidup, dan
pengendalian pencemaran  lingkungan,  kerusakan  lingkungan  dan
pemeliharaan lingkungan hidup;

«. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang penataan dan penaatan lingkungan
hidup, pengelolaan sampah, penanganan limbah B3 dan peningkatan
kapasitas lingkungan hidup, dan pengendalian pencemaran lingkungan,
kerusakan lingkungan dan pemelibaraan lingkungan hidup, serta kelompok
jbatan fungsional;

4 Pelaksanaan pembinaan admimstras: ketatausahaan dinas; dan

~ Palalinae = «—
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43. Ketentuan Pasal 201 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 201
berbunyl sebagal berikut @

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 201

1) Susunan Organisasi Dinas Linglkungan Hidup, terdiri dart @
a4 Repala Dinas;
b. Sekretanay,;
¢. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup;
4 Haidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas,
e Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,
f Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
2 Keiompok jabatan fungsional.

(2} Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum
dalam Lampiran l.n yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

44.Ketentuan Pasal 202 ayat (1) dan ayat (2) diubah, schingga Pasal 202
berbunyi sebagal berikut :

Paragraf 3
Kepala Dinas

Pasal 202

(1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan kewajiban membantu
Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintzhan daerah di bidang
lingkungan hidup, serta melaksanakan fungsi penunjang bidang kebersihan
berdasarkan azas otonomi daerah dan pembantuan,

(2} Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis pada bidang urusan lingkungan hidup di
Kota Metro;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintshan dan pelayanan umum di bidang
penataan dan pentaatan lingkungan hidup, pengelclaan  sampah,
penanganan limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan
pengendalian  pencemaran  lingkungan, kerusakan lingkungan dan
pemeliharaan lingkungan hidup;

¢ Pembinaan pelaksannan tugas bwdung penataan dan pentaatan hngkungan
hdup, pengelolaan sampah, penanganan limbah B3 dan  peningkatan
kapasitas lingkuogan hidup, dan pengendalian pencemaran hingkungun,
kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup, serta kelompok
jabastan fungsional;

d. Pelaksanaan pembinaan admimistras) ketatausahaan dinas,; dan
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45.Ketentuan Pasal 203 ayat (1) dan ayat (2) diubah, schingga Pasal 203
berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4
Sekretariat

Pasal 203

(1} Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan kesckretariatan yang meliputi
administrasi umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan dinas.

(2) Untuk  melaksanakan tugas pokok  tersebut,  Sekretariat Dinas

menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesckretariatan;

b. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan,
pengadaan, harang perlengkapan/inventaris, dan kerumahtanggsan serta
Kepcgawaian,

¢ Pengordinasian penyusunan program kegiatan dan penvelenggaraan tugas
bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi ;

. Pengordinasian prograumn kegiatan dengan instansi/pihak lain dalam tahapan
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi ;

¢. Penghimpunan dan penyusunan data informasi, monitoring, evaluasi dan
pelaporan capaian penyelenggaraan program dan kegiatan dinas ,

f. Pengelolaan urusan administrasi percncanaan, keuaogan dinas, umum dan
kepegawaian;

g. Pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkungan kantor yang rmeliput
kedisiplinan, pembinaan karier, dan evaluasi kinerja; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesua) dengan tugas dan
fungsinya.

Sekretarial sebagaimana dimaksud pada avat (1), dipimpin oleh scorang

Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

—
.(11

Pasal 204
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) huruf b, terdiri dari
Felompok Jabatan Fungsional.

46. Ketentuan Pasal 205 ayat (1) dan ayat (2) diubah, schingga Pasal 205
berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5
Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup

Pasal 205

(1) Bidung Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok
melaksanakan  koordinasi inventarisasi, perencanaan dan kajan dampak
lingkungan, serta pengaduan dan penyelesaman sengketa lingkungan  serta
penegakan hukum lingkunean



(2) Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan
Hidup, mempunyai fungsi :

a.
b

f!"‘:

e

inventansasi data dan informasi sumberdayva alam;

Penvusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (RPPLH});

Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH ke RPJP dan RPJM;
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;

Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

KRoordinasi penyusunan tata ruang vang berbasis daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup;

Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau,
mekanisme insentifl disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);

Sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
Penvusunan Neraca Sumber Dava Alam dan LH atau Dokumen Informasi
Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLKD);

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;

Penvusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;

- Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dacrah;

Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Sirategis Daerah;

Fasiinasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;

Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;

Pemantauan dan evaluasi KLHS;

Koordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH,
Analisis resiko LH);

Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
Peoyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan
{komisi penilai, tim pakar dan konsultan);

Pelaksanaan proscs izin lingkungan;

Penyusunan kebijakan tentang tawa  cara pelayan pengaduan dan
penyelesaian pengaduan masyarakat;

. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha  atau kegiatan vang

tdak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Pelaksanaan penelaahan dan verifikas: atas pengaduan;

Penyusunan rekomendasi undaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak
lanjut pengaduan;

. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di Juar pengadilan maupun melalui

pengadilan;

. Sosialisasi tata cara pengaduan:
- Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas

usaha atau keglalan yang utdak sesuai dengan izin Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

-Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap useha dan/atau  kegiatan

yang memiliki izin lingkungan dan  izin periindungan dan pengelolaan
1 "
inekunesn:



ce. Pelaksanaan  pengawasan  terhadap  penerima  izin lingkungan  dan
azn perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
fr. Pc_lak‘sanann pengawasan tundaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima
izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan,
RE. ::cmhmmm dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup
aerah: -
hh. Ifcmbcmukan um Kkoordinasi dan monitoring penegakan hukum
lingkungan;
. Peluksanaan  penegakan  hukum  atas  pelanggaran Perlindungan dan
 Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch Atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinva
(31 Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada
aval |1), dipimpin oleh scorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
47.Ketentuan Pasal 206 diubah, sehingga Pasal 206 berbunyi sebagal berikut :

Pasal 206
Hidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 201 ayat [1) hurul ¢, terdin dari ©
Seks: Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan Hidup; dan
o. Kelompok Jabatan Fungsional.
48.Ketentuan Pasal 207 diubah, schingge Pasal 207 berbunyi sebagal bexikut :

Pasal 207

‘1) Seksi inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok
melaksanakan fungsi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan Hidup.
{4} Rincian tugas Scksi Inveniansasi dan Perencanaan Lingkungan Hidup, adalah
sebagai berikut :
a. Inventarisasi data dan informas) sumberdaya alam;
~.(5) Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (RPPLH};
[ 9 Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH ke RPJP dan RPUM;
- d.
e.
7

©

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
Peneniuan daya dukung dan dava tampung lingkungan hidup;
Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup;
Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau,
mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
h. Sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
ﬁ,_i‘f;@ Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan LH atau Dokumen Informasi
e Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHDY);
j.  Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daecrah;
k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

I Sosalisasi kensada nemaneokn benesntinoan  tantaas BDDT GG

£.
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Yol Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS,

Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
Pemantauan dan evaluasi KLHS:

Mdu}‘:m"ak““ tugas lain yvang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinva.

(3} Sckst Inventarisasi dan Perencanaan scbagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin
oleh scorang Kepala Seksi vang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup.

Ketentuan Pasal 208 diubah, sehingga Pasal 208 berbunyi sebagai berikut :

39,

(1

{2)

Paragraf 6

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 208

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai
tugas pokok mengkoordinir fungsi kebijakan pengelolaan sampah, penanganan
limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengelolaan Sampah,

Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas melaksanakan fungsi :

.

b

n.

‘H-
.

[—

q.

& W

Peryusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;

Penctapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk
setiap kurun waktu tertentuy,

Perumusan kebijakan penguirangan sampah;

Permbinaan pembatasan tumbunan sampah kepada produsen/ industri;
Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu
ditral oleh proses alam;

Pembinaan pendaur ulangan sampah;

Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
Perumusan kebijakan penanganan sampah di kota;

Pengkoordinasian  dan  persiapan  lomba-lomba/kerjasama  dengan
instansi/lembaga lain terkait dengan kebersihan, sanitasi dan kesehatan
lingkungan ( Adipura, Lomba Kesrak, P3KSS, dlii);

Pengkoordinasian  pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan
pemrosesan akhir sampah;

Penetlapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;

Pengawasan  terhadap tempat  pemrosesan  akhir  dengan  sistem
pembuangan open dumping;

Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan
sampah;
Pemberian kompensasi  dampak  negatif  kegiatan pemrosesan akhir
sampah;

Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan
badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan
sampah; 4

Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
Penyusunan Kkebijakan dan pelaksanaan oerizinan  nenoaluhan enmeah
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T,

39

Perumusan Kebij o

sampah yang l::{lll;(:a::nmp(k:lr:? "::I!fll: ‘:“"L o gl Ml

Pelaksanean ik 3 prhak lain (badan usah_;l); -

sampah yang dilaksanakan oloh( f}: . pengawasan kincrja pengelolaan

Pelaksanaan ey *h pthak lain (bildi'l.ﬂ us‘;.-:hnj; .

pengsiolan smi:‘;“if olasn pemungutan retribusi atas jasa layanan

Y

:i:g;’f;luza; Pcn.\'\'lsunan kcbijuk:m perizinan penyiumpanan sementara
' (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam

salu daerah,

Pcluksanaan perizinan  penyimpanan

dacrah Kota;

Peluksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah

B3 dalam satu daerah Kota;

Penyusunan kebijakan perizinan  pengumpulan

B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan

dacrah Kota;

Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul Limbah B3 ;

Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 penggunakan alat angkut

roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kota;

Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan

daerah Koia,

Pelaksanaan perizinan penguburan Limbah B3 medis;

Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan,

pengangkutan dan penimbunan Limbah B3;

Peniyusunan kebijakan tentang kearifan lokal atau pengetahuan tradisional

terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup {PPLH);

Peluhsnaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan kearifan

jokal atau pengetahuan tradisional terkat dengan PPLH;

Penyusunan  kebijakan peningkatan  kapasitas keanfan

pengetahuan tradisional terkait PPLH;

Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama lentang kearifan lokal atau

pengetahbuan tradisional terkant PPLH,

sementara limbah B3 dalam satu

dan pengangkutan limbah
pencabutan) dalam satu

dalam satu

pemanfaatan,

lokal atau

Pengembangan metode, matert diklat dan penyuluhan LH;

Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;

Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;

Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;

Penyiapan sarpras diklat dan penyvuluhan LH;

Penpgembangan jenis penghargaan bidang LH;

Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;

Pelaksanaan koordinasi, pembentukan tim dan penilaian serta pemberian
penghargaan (Adiwiyata, Proklim, dan Kalpatari);

Pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi
dun nasional.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan scsuai dengan tugas dan

fungsinva.
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S0,

A

Bidang  Pengelolaan  Sampah, Limbah B3 dan  Peningkatan Knpasitas
sebagmmana dimaksud pada avat (1), dipimpin oleh searang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

Ketentuan Pasal 209 diubal, schingga Pasal 209 berbunyi sebagai berikat :
Pasal 209

Hdang Pengeiolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas sebagaimana
dmaksud dalam Pasal 201 ayat (1) huraf d, terdiri dari :

h

51.

it

Sekst Pemingkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
Relompok Jabatan Fungsional.

Ketentuan Pasal 210 diubah, sehingga Pasal 210 berbunyl sebagat berikut :

Pasal 210

Scksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok

pemingkatan kapasitas bidang lingkungan hidup di kota Metro,

Rincian tugas Scksi Peningkatan Kupasitas Lingkungan Hidup, adalah sebagai

berkun -

4. Penyusunan kebijakan tentang kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

b. ldentifikasi, verifikasi dan validasi serta penctapan kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait dengan PPLH:

¢. Penyusunan kebijakan peningkatan  kapasitas. kearifan  lokal  atau
pengetahuan tradisional terkait PPLIH:

Hidup;

[ Pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;

#. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyutuh Lingkungan Hidup;

Ao Pengembangan  kelembagaan kelompok  masvarakat peduli Lingkungan
Hidup;

1. Pelaksanaan identifikasi  kebutuhan diklat  dan penyuluhan;

J. Penylapan sarana prasarana diklat don penyulthan Lingkungan Hidup;

k. Pengembangan jenis penghargaan bidang Lingkungan Hidup;

I Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup;

it Peluksanaan koordinasi, pembentukan tim dan penilaian serta pemberian
penghargaan (Adiwivata dan Kalpataru);

0 Dukungan program pemberian pengbargaan tingkat provinst dan nasional

0 Mclaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
hungsinya.

Seks) Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud ayat (1},

dipunpin oleh scorang Kepala Scksi vang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Pengeloaan Sumpah. Limbah R dae Aoeios



a1

52.Ketentuan Pasal 211 diubah, schingga Pasal 211 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 7

Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 211

(1) Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
mempunyai tugas pokok mengkoordinir fungsi pengendalian pencemaran
lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup di
wilayah kota Metro.

{2} Untuk melaksanakan tugas tersebut. Bidang Pengendailian Pencemaran Dan

Kerusakan Lingkungan Hidup, melaksanakan fungsi:

o

- A

e
.

38 rw

o

-~ w -~y

Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah ;

Penentuan baku mutu lingkungan ;

Pelaksanaan  penanggulengan  pencemaran  [pemberian informasi
pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar instrusi dan non

institusi;
Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiast, rchabilitasi

dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;

Penentuan baku mutu sumber pencomar:

Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian
peringatan akan pencemaran  atau kerusakan lingkungan hidup kcpada
masyarakat;

Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar
institus: dan non iNnStIusy

Pelaksanaan pembinaan terhadap  sumber pencemar institusi dan non
institusi;

Peiaksanaan pembinaan tndaklanjut rekomendasi hastl evaluasi sumber
pencemar insttusi dan non institusy;

Penvediaan sarpras pemantauan kualitas lingkungan {laboratoriumy);
Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan]
Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
Pelaksanaan penanggulangan {pemberian
serta penghentian) kerusakan Lngkungan;
Peiaksanaan pemulihan {pembersihan, remediasi, rehablitas: dan restorasij
kerusakan lingkungan;

Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;

Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;

Peluksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
Peluksanaan upaya mitigasi dan adaptasi
pendampingan program kampung ikhim {Proklim};
Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyvusunan

informasi, pengisolasian

perubahan iklim dan

nrofil emist GRK-
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w. Perencanaan  pelaksanaan dan evaluasi

: pelaporan  program/kegiatan
konservasi kcnnckamgamnn havati ds

: N pengendalian Ruang Terbuka Hijau

melalui - penctapan  mekanisme perizinan, pengelolaan, pemeliharaan,
pPenanaman dan penebangan pohon di Ruang Terbuka Hijau;

% Pemantavan  dan Pengawasan  pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan
keanekaragaman hayati (flora, {aunaj dan Ruang Terbuka Hijau;

V. Penvelesaian konflik dalam pemanfaatan keanckaragaman hayati; dan

Pcngcmlmngan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman
hayat;

4

aa. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan scsuai dengan tugas dan
lungsinya,

Bidang Pengendalian  Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vang

berada i bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

S3.Ketentuan Pasal 212 diubah, schingga Pasal 212 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 212

Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) hurul e, terdiri dari :

a. Scksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;

L. Secksi Pemulihan Kerusakan Linglungan; dan

v kelempok Jabatan Fungsional.

54.Ketentuan Pasal 213 diubah, sehingga Pasal 213 berbunyi sebagal berikut :
Pasal 213
{1} Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan melaksanakan tugas dan fungsi
pengendalian pencemaran lingkungan hidup di kota Metro,
(2} Rincian tugas Pengendalian Pencemaran Lingkungan, adalah sebagai berikat
a. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan nor institusi;
b. Mclaksanakan pemantauan kualitas air, udara dan tanah:
Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
Melakukan penentuan baku mutu linglungan;
Melakukan penentuan baku mutu pada sumber pencemar:
Melaksanakan pengerabangan sistem informasi kondisi, potenst dampak dan
pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup
kepada masyarakat;
8 Melakukan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pemantauarn
kualitas lingkungan (laboratorium lingkungan);

h. Melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

e

(3] Scksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1)
dipimpin cleh scorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertangeiing iaweh

Fonudna Vieala 0.
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55. Ketentuan Pasal 214 diubah, sehingga Pasal 214 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 214

(1) Scksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan melaksanakan tugas dan fungsi
pengendalian kerusakan lingkungan hidup di kota Metro.

(2} Rincian tugas Seksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan, adalah sebagai berikut :

a. Melakukan penyusunan kebijukan pembinazn terhadap sumber pence
insutust dan non institusi;

b. Melaksanakan pembinaan terhada
institusi;

¢. Melaksanakan pembinaan tindakianjut rekomendasi hasil evaluasi sumber

pencemar institusi dan non institusi;
Melakukan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
pencemaran {pemberian

p sumber pencemar institust dan non

.
¢ Melaksanakan penanggulangan
pengisalasian  serta  penghentian) sumber pencemar
institusi;
{. Melaksanakan pemulihan pencemarafi {pembersihan, remidiasi,
dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.
Seksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipumpin olch scorang Kepala Scksi yang berada dibawah dan berianggung jawab
kepada. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan

Hidup
56.Ketentuan Pasal 291 ayat (1] dan ayat {2) diubah, sehingga Pasal 291

berbunyi sebagai berikut :
Bagian Kedelapanbelas
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

Paragraf 2

Susunan Organlisasi

Pasal 291

(1} Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah terdin dari -
4. Kepala Dinas;
k2. Sekretariat; :
¢. Bidang Deposit, Pengembangun Koleksi, Layanan, dan Pelestanian,
d. Bidang Kearsipan;
¢. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan  Pembudayaan Kegemaran
Membaca; dan

L

mar

informasi,
institusi dan non

rchabilitasi



